





A. Latar Belakang Masalah 
Manusia tidak dapat terpisahkan dari tanah dan sangat bergantung 
dengan tanah, karena tanah mempunyai kaitan yang erat secara alami sebagai 
sumber daya alam yang menyuplai kebutuhan pangan manusia. Dijelaskan 
dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104 – TLNRI No.2043 diundangkan 
pada tanggal 24 september 1960. Undang-undang lebih dikenal dengan 
sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menjelaskan ruang 
lingkup tentang UUPA yaitu meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya. 
UUPA merupakan kebijakan pemerintah berwenang melakukan 
peralihan penguasaan hak atas tanah kepada masyarakat dan agar dalam 
pelaksanaannya tidak menimbulkan berbagai masalah atau sengketa mengenai 
kepentingan-kepentingan terhadap tanah, maka diperlukan adanya pengaturan 
yang tegas dan landasan hukum yang kuat di bidang pertanahan sesuai dengan 
sifat-sifat dari ketentuan tersebut masalah agraria menjadi tugas dari 
pemerintah pusat. Kebijaksanaan UUPA d termuat dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
Hak kepemilikan tanah bagi masyarakat termuat pada Pasal 9 ayat (2) 
UUPA merupakan realisasi prinsip kenasionalan di bidang agraria yang 
2 
menyatakan bahwa: “Tiap WNI, baik pria maupun wanita mempunyai 
kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk 
mendapat manfaat dan hasilnya bagi diri sendiri maupun keluarganya”. 
Pelaksanaan Pasal 9 UUPA diciptakan dalam rangka melaksanakan amanat 
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
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Hak atas tanah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UUPA terdiri dari 
beberapa hak, yaitu antara lain:  
a. hak milik, 
b. hak guna-usaha, 
c. hak guna-bangunan, 
d. hak pakai, 
e. hak sewa, 
f. hak membuka tanah, 
g. hak memungut-hasil hutan, 
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas 
yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang 
sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53. 
 
Menjelaskan pada Pasal 16 ayat (1) UUPA tersebut dapat diketahui 
bahwa hak menguasai setiap warga dalam memiliki tanah, negara mempunyai 
suatu wewenang menentukan macam-macam hak atas tanah yang dapat 
diberikan kepada dan dipunyai oleh warga negara Indonesia maupun orang-
orang asing yang berkedudukan di Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain, juga kepada badan hukum privat dan hukum 
publik, atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
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Ruang lingkup agraria hanya mengatur salah satu aspek yaitu tentang 
yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam 
pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu: 
“atas dasar hak menguasai dari Negara sebagian yang dimaksud 
dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 
bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan di punyai 
oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-
orang lain serta badan-badan hukum”. Dengan demikian jelas bahwa 
tanah dengan pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan 
hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, 
yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar yang 
di maksud hak atas tanah adalah hak yang member wewenang kepada 
pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat 




Berdasarkan kutipan di atas, untuk mendapatkan hak tanah sepenuhnya 
orang tersebut harus mendaftarkan tanah tersebut guna memperoleh serifikat. 
Pendaftaran tanah sebagai suatu rangkaian kegiatan dilakukan secara teratur 
dan terus-menerus untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan 
menyajikan data tertentu mengenai bidang-bidang atau tanah-tanah tertentu 
yang ada di suatu wilayah tertentu dengan tujuan tertentu.
4
  
Tujuan dari pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah 24 Tahun 
1997 Pasal 3 menyebutkan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah satuan 
rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk 
menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk 
pemerintah agar mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dan 
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mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-




Selain tujuan di atas kepastian dari hak-hak dari seseorang yang 
tanahnya didaftarkan, bahwa yang terdaftar tersebut bebas dari segala gugatan 
orang lain dan demikian pula mengelakkan suatu adagium yang dikenal yaitu 
nemo dat quod non habet. Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 sangat 
diperhatikan, sehingga disebutkan pada pasal 24 bahwa telah menguasai 
dengan itikad baik sesuatu bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara 
berturut-turut dilakukan pendaftaran tanah yang di kuasainya tersebut.
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Dampak tanah tidak didaftarkan akan dikawatirkan akan terjadi 
permasalahakan, dikarenakan tanah tersebut belum terdaftar dan belum 
mempunyai kekuatan hukum tetap dimana pihak lain dapat mengklaim atas 
suatu bidang tanah yang bukan miliknya, sehingga dikawatirkan peran agraria 
dalam perihal tersebut akan dianggap lemah dan masyarakat tidak 
mempertimbangan tentang aturan hukum serta prosedur yang telah di 
tetapkan.  
Pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui pendaftaran 
tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran 
tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 
yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah 
yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau 
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kelurahan, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek 
pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau 
kelurahan secara individual atau massal. Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 
24 Tahun 1997 mewajibkan bagi pemilik tanah bekas adat untuk 
mendaftarkan tanahnya, sehingga tertib administrasi bisa tercapai. 
Para ahli pendaftaran tanah menyatakan bahwa dalam mendaftarkan 
tanah menghadapi banyak masalah, antara lain:
7
   
1. Masalah alat pembuktian pemilikan tanah. 
2. Masalah belum tersedianya kerangka dasar teknis, peta dasar, 
terutama peta kadasteral.  
3. Masalah birokrasi. 
4. Masalah administrasi. 
 
Guna mengatasi masalah-masalah tersebut telah diterbitkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah g mulai berlaku 
tanggal 8 Oktober 1997 dan merupakan peraturan pelaksanaan (law 
enforcement) Pasal 19 UUPA sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Tahun 1961 yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan pendaftaran tanah 
di Indonesia.   
Ditetapkannya P.P. Nomor 24 Tahun 1997 tersebut merupakan salah 
satu upaya pemerintah untuk menyediakan dasar hukum yang kuat bagi 
pemberian kepastian hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 
perkembangan masyarakat serta pembangunan dan dalam pelaksanaannya 
diarahkan untuk memudahkan pelayanan yang cepat, murah namun tetap 
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menjamin kepastian hukum guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia.  
Pada kenyataannya program keagrariaan dalam pendaftaran tanah 
sampai sekarang belum dapat diselesaikan secara tuntas, di sisi lain dalam 
masyarakat madani, kepastian hak-hak atas tanah bagi masyarakat merupakan 
syarat utama. Hal tersebut sudah terjadi di masyarakat Dusun Lewonara Desa 
Naraseosia Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur. Mengingat 
permasalahan pendaftaran tanah terjadi di berbagai wilayah, sehingga 
memunculkan pertanyaan apakah hal tersebut juga pernah atau sedang dialami 
di Kabupeten Karanganyar saat ini. 
Berdasarkan kenyataan di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana 
pelaksanaan pendaftaran tanah di BPN untuk pertama kali, maka dari  
itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: 
“PELAKSANAAN PENDAFTRAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI 
SECARA SPORADIK PADA TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT 
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan 
sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:  
1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara 
sporadik pada kantor BPN Karanganyar? 
2. Bagaimana masyarakat di Kabupaten Karanganyar melakukan pendaftaran 
tanah pertama kali secara sporadik?  
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3. Bagaimana hambatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di 
Kantor BPN Karanganyar?  
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini merupakan suatu target yang ingin dicapai 
sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) 
maupun untuk memenuhi kebutuhan perseorangan (tujuan subyektif). 
Maka tujuan penulisan ini antara lain: 
a. Tujuan Obyektif 
Berdasarkan uraian pada sub bab permasalahan diatas maka 
tujuan obyektif dari pada penulisan ini: 
1) Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah untuk 
pertama kali secara sporadik pada kantor BPN Karanganyar. 
2) Mengetahui cara masyarakat di Kabupaten Karanganyar 
melakukan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadic. 
3) Untuk mengetahui hambatan pendaftaran tanah pertama kali secara 
sporadik di Kantor BPN Karanganyar 
b. Tujuan Subyektif 
Berdasarkan uraian pada sub bab permasalahan diatas maka 
tujuan subyektif dari pada penulisan ini: 
1) Untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa dalam 
menyelesaikan tugas akhir pada fakultas hukum Universitas 
Muhammadiyah Suraharta. 
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2) Untuk menambah pandangan, pengetahuan, pemahaman penulis 
mengenai bagaimana proses pendaftaran tanah secara sporadik 
pada kantor BPN Karanganyar. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara  
lain : 
a. Manfaat Teoritis 
1) Hasil penelitian bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
secara umum dan ilmu hukum di bidang perdata pada khusunya 
mengenai agrarian dan dapat menjadi acuan terhadap penelitian-
penelitian sejenis. 
2) Memberikan masukan yang dapat digunakan almamater dalam 
mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada 
b. Manfaat Praktis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas 
permasalahan yang akan di teliti dan memberikan suatu gambaran 
serta informasi terhadap penelitian yang sejenis. 
2) Dapat memberikan masukan kepada para pihak yang memiliki 
tanah yang belum bersertifikat. 
 
D. Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran pelaksanaan pendaftran tanah untuk pertama 
kalisecara sporadik pada tanah yang belum bersertifikat di kantor pertanahan 




















Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran 
Keterangan:               = Alur di luar Objek Penelitian;             = Objek Penelitian 
Penjelasan: 
Manusia memiliki kebutuhan primer yang terdiri dari sandang, pangan, 
dan papan dan tanah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang 
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masuk pada golongan papan atau tempat tinggal. Tanah sebagai karunia Tuhan 
Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan 
manusia untuk mencukupi kebutuhan.
8
 Mengingat pentingnya tanah bagi 
kehidupan manusia, maka tanah dapat dijadikan sarana untuk kesejahteraan 
bangsa Indonesia, sehingga perlu campur tangan negara untuk mengaturnya 
sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan Air dan 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pemerintah juga 
memberi perlindungan hukum tentang pertanahan yang terdapat dalam 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria atau yang sering dikenal dengan UUPA. 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dibuat oleh pemerintah dalam 
hukum agraria bersifat nasional dan menghilangkan prularisme, sehingga 
dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan sebagai landasan yuridis 
bagi kebijakan bidang pertanahan di Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 
1960 memberikan arah pengaturan terhadap penjabaran Pasal 33 ayat (3) 
Undang Undang Dasar 1945 dan secara eksplisit menjabarkan prinsip-prinsip 
dasar dan jiwa Pancasila serta UUD 1945 di dalam pasal-pasalnya.
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Tindak lanjut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dalam pendaftaran 
tanah termuat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 
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menjelaskan pengertian dari pendaftaran tanah, yaitu serangkaian kegiatan 
yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan 
teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 
pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar,  
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 




Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa UU No. 5 Tahun 1960 
(LN 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan  
Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan dasar hukum pengaturan 
pendaftaran tanah.  
Boedi Harsono
11
 merumuskan pengertian pendaftaran tanah sebagai 
suatu rangkaian kegiatan yang di lakukan secara teratur dan terus menerus 
untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data tertentu 
mengenai bidang-bidang atau tanah-tanah yang ada di suatu wilayah tertentu 
dengan tujuan tertentu. 
Salah satu tujuan dari UUPA pada pasal 19 ayat (1) yang berbunyi 
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran 
Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan 
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yang diatur dengan Peraturan Pemerintah“. Ketentuan pasal 19 ini 
menegaskan bahwa kepastian hukum tersebut meliputi: 
1. Kepastian hukum mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang/badan 
hukum);  
2. Kepastian mengenai letak, batas, ukuran/luas tanah atau kepastian 
mengenai obyek hak;  
3. Jenis/macam hak atas tanah yang menjadi landasan hubungan hukum 
antara tanah dengan orang / badan hukum.  
Pasal 19 UUPA, yang ditujukan kepada pemerintah untuk 
melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia, 
merupakan kewajiban pemerintah dan kewajiban masyarakat untuk 
memperoleh hak milik akan tanh untuk mendaftarkan haknya tersebut yang 
termuat dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA, dengan maksud agar pemilik tanah 
mendapat tentang kepastian hukum tentang haknya itu. Di dalam pendaftaran 
tanah dikenal sistem pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran secara 
sporadik adalah kegiatan pendaftaran pertama kali mengenai satu atau 
beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 
desa atau kelurahan secara individual atau massal.
12
  
Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dilakukan untuk tanah-tanah 
yang belum didaftarkan atau yang belum disertifikatkan, hal ini sesuai dengan 
ketentuan PP Nomor  24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah guna 
menjamin kepastian hokum. Oleh sebab itu, mendaftarkan hak atas tanah 
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merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan guna 
menjamin kepastian hukum bagi pemegang ha katas tanah serta pihak lain 
yang berkepentingan dan dengan tanah tersebut. Pendaftaran tanah dilakukan 
di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta dibantu oleh Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berada di wilayah kabupaten/kota. Sebagai 
tindak lanjut dari perintah Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut, pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 
pendaftaran tanah.  
Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 
pendaftaran secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. 
Pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan atas ide Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia yang didasarkan atas suatu rencana kerja jangka 
panjang dan rencana tahunan yang berkesinambungan. Sedangkan pendaftaran 
tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang 
berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang 
bersangkutan.
13
 Dalam P.P. Nomor 24 Tahun 1997, pada pasal 13 ayat (1) 
disebutkan bahwa Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 
pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.  
Pendaftaran tanah dalam penelitian ini difokuskan pada pendaftaran 
tanah secara sporadik. Pada pasal 13 ayat (4) disebutkan bahwa Pendaftaran 
tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang 
berkepentingan.  Definisi Pendaftaran Tanah Secara Sporadik menurut P.P. 
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Nomor 24 Tahun 1997 pasal 1 angka 11 adalah kegiatan pendaftaran untuk 
pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam 
wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau 
massal. Dengan berlakunya PP No. 24 tahun 1997 ini diharapkan 
permasalahan tentang informasi mengenai pertanahan ini dapat dihindarkan 
kekurangan atau tidak adanya jelasnya status kepemilikan (hak-hak atas tanah) 
yang ada, agar terwujud tujuan dari UUPA yaitu kepastian hukum hak atas 
tanah dan terwujudnya unifikasi hukum pertanahan di Indonesia.  
Pelaksanaan dari PP No. 24 Tahun 1997, pemerintah menerbitkan 
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah (selanjutnya disebut PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997). 
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (4) PP No. 24 tahun 1997, pada 
pasal 73 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 juga disebutkan bahwa 
kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang 
bersangkutan. Sedangkan proses penerbitan sertipikatnya dilakukan melalui 
penegasan konversi dan/atau pengakuan hak sebagaimana disebut pada pasal 
88 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.  
Pelaksanaan pendaftaran pertama kali secara sporadik tidak selamanya 
berjalan optimal. Ada beberapa hambatan, di antaramya yaitu  masalah alat 
pembuktian pemilikan tanah, masalah belum tersedianya kerangka dasar 




 Agar pelaksanaan pendaftaran pertama kali secara sporadic 
dapat berjalan optimal, maka perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah 
tersebut.  
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek 
yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 




1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan metode yuridis empiris 
disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal. Disebut dengan 
pendekatan yuridis empiris karena pendekatan ini di lakukan atau 
ditujukan hanya pada data wawancara.Penelitian ini lebih banyak 
dilakukan terhadap data yang bersifat primer karena datang langsung 
melakukan wawancara dan observasi ke Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Karanganyar. 
2. Jenis Penelitian 
Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-
sifat suatu individu, keadaan, atau gejala suatu kelompok tertentu atau 
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menentukan penyebaran suatu gejala atau menentukan ada tidaknya 
hubungan antara gejala lain dalam masyarakat. 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Petanahan Nasional di 
Kabupaten Karanganyar yang bealamat di Jl. Lawu No.202, Bejen, Kec. 
Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716. 
4. Sumber dan Jenis Data 
Data primer yakni data yang diperoleh terutama dari hasil 
penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan 
dalam masyarakat berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara 
secara langsung. 
5. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Observasi yaitu memperoleh data dengan cara pengamatan dan 
penggalian data yang kemudian dilakukan pencatatan yang sistematis 
dan teratur. Dapat berupa gambar atau foto kegiatan, catatan lapangan. 
Adapun observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah 
mengamati secara langsung pelaksanaan pendaftaran tanah di BPN 
Karanganyar.  
b. Wawancara  
Pengumpulan data dengan mengadakan sesi tanya jawab secara 
langsung dan mendalam kepada narasumber utama yang kemudian 
dicatat secara tertulis atau melalui perekaman. Metode wawancara 
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dalam penlitian ini dilakukan kepada nasasumber yang memiliki 
kemampuan dalam menjawab pertanyaan berkaitan dengan tujuan 
penelitian. Narasumber dalam penelitian ini, yaitu:  
1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Kabupaten Karanganyar. 
2) Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar. 
3) Pengacara atau PPAT di Kabupaten Karanganyar.  
4) Empat warga masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah di 
BPN Kabupaten Karanganyar. 
6. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu metode analisis 
kualitatif. Dalam hal ini analisis akan di lakukan secara berurutan antara 
metode analisis domain, analisis teksonomis, dan analisis komponensial. 
 
F. Sistematika Skripsi 
Hasil penelitian akan disusun dalam format penulisan hukum maka 
penelitian menyiapkan suatu sistematika hukum. Adapun sistematika  
penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam 
sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman dalam 
melakukan analisis penulisan terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. 
Sistematika skripsi tersebut adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Perumusan Masalah 
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C. Tujuan penelitian 
D. Manfaat penelitian 
E.  Metode Penelitian 
F.  Sistematika Penulisan 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
A. Menguraikan hukum agraria 
B. Pendaftaran Tanah secara umum 
C. Asas-asas Pendaftaran Tanah 
D. Tujuan pendaftaran Tanah 
E.  Pengaturan Tentang pendaftaran Tanah 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Menguraikan tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah untuk 
Pertama Kali Secara Sporadik pada Kantor BPN Kabupaten 
Karanganyar. 
B. Uraian tentang Hambatan Pendaftaran Tanah yang ada di Kantor 
BPN Karanganyar. 
BAB IV : PENUTUP 
A. Kesimpulan 
B. Saran  
